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Ombudsman RI Nilai
Pelayanan Publik Buton

Selatan Bebas
Maladministrasi

e

AT

Laporan: Firman

BUTON  SELA-
TAN, BP- emerintah
Kabupaten (Pemkab)
Buton Selatan me-

nerima Ringkasan
Eksekutif Hasil Pe-
nilaian Maladminis-

trasi Pelayanan Publik
Tahun 2025 dari Per-
wakilan Ombudsman
RI Provinsi Sulawesi
Tenggara. Penyerah-
an laporan dilakukan
langsung oleh Kepa-
la Perwakilan Om-
budsman RI Sulawesi
Tenggara, Mastri Susi-
lo, S.Pd., M.Si., kepa-
da Bupati Buton Se-
latan, H. Muhammad
Adios, S.Sos., M.B.A.,
di Kantor Ombudsman
RI Sultra, Kendari,
Rabu (3/6/2026).
Penyerahan lapo-
ran tersebut menja-
di bagian dari upaya
Ombudsman RI dalam

mendorong  pening-
katan kualitas penye-
lenggaraan pelayanan
publik pada instansi
pemerintah. Selain itu,
hasil penilaian juga
menjadi bahan eval-
uasi bagi pemerintah
daerah dalam mem-
perkuat tata kelola pe-
layanan kepada mas-

yarakat.

Dalam  paparan-
nya, Mastri Susilo
menjelaskan  bahwa

penilaian maladmin-
istrasi yang dilakukan
Ombudsman RI ber-
sifat dinamis. Objek
penilaian dapat beru-
bah setiap tahun, baik
melalui  penambahan
maupun pengurangan
instansi yang menjadi
fokus evaluasi.

Untuk Pemerintah
Kabupaten Buton Se-
latan, penilaian tahun
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'Polda Sultra Tetapkan-

Oknum Pengacara Inisial LZN Tersangka IO
Dugaan Pemalsuan Surat Sengketa Tanah di Labalawa

MARKAS POLDA SULTRA
Polda Sulawesi Tenggara menetapkan
oknum pengacara inisial LZN sebagai

tersangka dalam kasus dugaan
pemalsuan surat terkait sengketa
tanah di Kota Baubau.

PROSES HUKUM TERUS BERJALAN, KEADILAN 24

B N S e e i & Gt
PIHAK PENGADU & WARGA LABALAWA
Pengadu Risman Boti bersama warga
Labalawa mendukung proses hukum
dalam pengusutan dugaan pemalsuan
surat tanah yang melibatkan oknum
pengacara LZN.

RISMAN BOTI
Dokumen yang dipersoalkan telah diuji di
Puslabfor Bareskrim Polri. Hasilnya
dinyatakan NON IDENTIK atau diduga
palsu, menjadi dasar penetapan LZN
sehagai tersangka.

POIN PENTING

Surat Penetapan Tersangka
Nomor: S.Tap/47/VI/
RES.1.9/2026/ Dit Reskrimum
tanggal 3 JUI'II 2026

‘ o Pengaduan dla]ukan ke

Bareskrim Polri sejak
tahun 2024

2y, - ITAS - B O Sengketa tanah bermula dari
- putusan PN Baubau 9 Mei 2017
dan dikuatkan PT Sultra
12 September 2017

Putusan dibatalkan

-

UNTUK MASYARAKAT ADALAH PRIORITAS! <& —

Laporan: La Harman Momi, Baubau Post-Durasi Times

BAUBAU, BP - Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) menetapkan seorang
oknum pengacara berinisial LZN sebagai tersangka dalam kasus dugaan
pemalsuan surat terkait sengketa tanah di Kota Baubau. Penetapan ter-
sangka tersebut berdasarkan Surat Nomor: S.Tap/47/VI/RES.1.9/2026/Dit
Reskrimum yang ditandatangani Direktur Reserse Kriminal Umum (Dir-

reskrimum) Polda Sultra tertanggal 3 Juni 2026.

Informasi itu dis-
ampaikan Risman Boti
selaku pihak penga-
du melalui siaran pers
yang diterima media
ini, Kamis (4/6/2026).

Menurut Risman,
penetapan  tersangka
terhadap LZN mer-
upakan tindak lanjut
dari pengaduan yang
sebelumnya diajukan
ke Bareskrim Mabes

Damkar Buton Selatan dan Yon TP 871
Asah Kemampuan Penanganan

Kebakaran Terp adu

—

Laporan: Ardi

BUTON  SELA-
TAN, BP- Dinas Pe-
madam Kebakaran
dan Penyelamatan
Kabupaten Buton Se-
latan bersama Yon TP
871 Lamaindo meng-
gelar latthan gabun-
gan penanggulangan
kebakaran di Lapan-
gan Lakarada, Kamis

(4/6/2026).

Kegiatan
tersebut dilakukan
untuk  meningkatkan
kemampuan  teknis,
memperkuat  koordi-
nasi lintas instansi,
serta membangun ke-
siapsiagaan personel
dalam  menghadapi
potensi kebakaran
dan keadaan darurat
di wilayah Kabupaten
Buton Selatan.
Latihan yang mel-

ibatkan

sekitar 14
personel Dinas Pe-
madam Kebakaran

dan dua regu prajurit
Yon TP 871 Lamain-
do itu difokuskan
pada pengenalan teori
dasar kebakaran, sim-
ulasi pemadaman api,
prosedur evakuasi,
hingga pengoperasian

Lanjut ke Hal: 7

Polri pada tahun 2024.
Kasus tersebut ber-
mula dari sengketa
tanah di Kota Baubau
yang sebelumnya telah
bergulir melalui proses
perdata di Pengadilan
Negeri (PN) Baubau.
Dalam perkara
itu, pihak penggugat
yang disebut sebagai
SS dan kawan-kawan
sempat memenangkan

gugatan berdasarkan
putusan PN  Bau-
bau tertanggal 9 Mei
2017. Putusan tersebut
kemudian  diperkuat
oleh Pengadilan Ting-
gi Sulawesi Tenggara

pada 12 September
2017.
Namun,  putusan

tersebut kemudian di-
batalkan melalui putu-
san kasasi Mahkamah

Agung Republik In-
donesia tertanggal 16
Mei 2018.

Selanjutnya, upaya
Peninjauan Kembali
(PK) yang diajukan
pihak penggugat juga
diputus ~ Mahkamah
Agung pada 29 Juni
2020.

Diduga Gunakan
Dokumen Palsu di
Proses Kasasi dan
PK

Risman menyebut
pihaknya menemukan
dugaan unsur kebo-
hongan dalam per-
mohonan kasasi yang
diajukan LZN selaku
kuasa hukum pihak
tergugat dalam perkara

MA pada 16 Mei 2018,
PK diputus MA pada
2 Junl 2020

o Dugaan pelanggaran Pasa[ 278

Ayat 1 juncto Pasal 391 KUHP

S (UU No. 1 Tahun 2023 tentang
KUHP Nasional)

tersebut.

Menurutnya,  du-
gaan tersebut diperkuat
dalam dokumen kon-
tra memori Peninjau-
an Kembali yang dia-
jukan di Mahkamah
Agung dengan melam-
pirkan dokumen yang
diduga palsu.

“Dugaan kebohon-
gan LZN sebagai kua-
sa hukum diperjelas
dalam kontra memori
Peninjauan Kembali
di Mahkamah Agung
Republik  Indonesia
dengan melampirkan
berkas dugaan surat
palsu,” wujar Risman

Lanjut ke Hal: 7

Kredit Fiktif Terbongkar! Sales Akulaku Baubau
Rug1kan Perusahaan Rp25 5 Juta D1paka1 Judi Online

Polres Baubau Ungkap Kasus Penggelapan dan Penipuan oleh Sales Akulaku, Kerugian Capai
Rp255 Juta

Laporan: Firman

BAUBAU, BP
- Satuan Reserse
Kriminal (Satreskrim)
Polres Baubau men-
gungkap kasus tindak
pidana penggelapan
dalam jabatan dan
penipuan yang meli-
batkan seorang sales
marketing perusahaan

pembiayaan digital PT
Akulaku Finance In-
donesia di Kota Bau-
bau.

Kasus tersebut ter-
ungkap setelah pihak
perusahaan menemu-
kan adanya transaksi
mencurigakan  yang
dilakukan oleh salah
satu sales agen sejak
April hingga Novem-

ber 2025.
Pelaku  diketahui
berinisial AA alias AZ

(22), warga Kelurah-
an Tomba, Kecamatan
Wolio, Kota Baubau.
Sementara korban da-
lam perkara tersebut
adalah PT Akulaku Fi-
nance Indonesia yang
diwakili oleh Yohan

Prawira Pakpahan.

Kasat Reskrim
Polres Baubau, AKP
Gayuh Pambudhi

Utomo, S.I.LK., men-
jelaskan bahwa kasus
bermula saat pihak
perusahaan menerima
laporan adanya ke-

Lanjut ke Hal: 7
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Polda Sultra Tetapkan Oknum Pengacara Ini-
sial LZN Tersangka Dugaan Pemalsuan Surat
Sengketa Tanah di Labalawa

dalam siaran persnya.

Ia menyebut du-
gaan tindak pidana
tersebut berkaitan den-
gan pemalsuan surat
dan penyesatan proses
peradilan sebagaimana
diatur dalam Pasal
278 ayat 1 juncto
Pasal 391 KUHP
Nasional atau Un-
dang-Undang No-
mor 1 Tahun 2023
tentang Kitab Un-
dang-Undang Hu-

kum Pidana.
Hasil Uji Fo-
rensik Disebut

Non Identik

Dalam  siaran
pers tersebut, Ris-
man juga men-
jelaskan  bahwa
penyidik  Subdit
I  Ditreskrimum
Polda Sultra telah
melakukan serang-
kaian penyelidikan
dan  penyidikan
terkait perkara
tersebut.

Selain itu, ba-
rang bukti doku-
men yang diper-
soalkan juga
telah diuji oleh Pu-
sat Laboratorium

Forensik (Puslab-

for) Bareskrim
Polri di Sentul, Bo-
gor.

“Hasil uji barang
bukti dari Puslab-
for Bareskrim Pol-
11 jelas dinyatakan
non identik atau
diduga palsu,” ka-
tanya.

Risman menga-
presiasi  langkah
penyidik Polda
Sultra yang dinilai
telah bekerja pro-
fesional dalam
menangani perkara
tersebut.

[a juga meminta

agar seluruh pihak
yang diduga terli-
bat dalam perkara
dugaan pemalsu-
an surat tanah itu
dapat diungkap se-
cara menyeluruh
melalui proses hu-
kum yang sedang
berjalan.

“Hal ini menja-
di perhatian serius
bagi  masyarakat
dan pemerintah di
Kota Baubau agar
berhati-hati da-
lam  menerbitkan
dokumen hak atas
tanah,”ujarnya.(*)

Kredit Fiktif Terbongkar! Sales Akulaku Baubau
Rugikan Perusahaan Rp255 Juta, Dipakai Judi Online

janggalan  transaksi
dari salah satu sales
agen di Baubau.

“Korban bersama
rekan kerjanya kemu-
dian melakukan mon-
itoring dan analisis
sistem. Dari hasil pen-
dalaman  ditemukan
beberapa  customer
tidak melakukan pem-
bayaran dan ternyata
terdapat  pengajuan
kredit menggunakan
identitas nasabah tan-
pa sepengetahuan
mereka,” ujar AKP
Gayuh dalam konfer-
ensi pers.

Dari hasil penyeli-
dikan, pelaku diketa-
hui memanfaatkan po-
sisinya sebagai sales

marketing PT Akulaku
Finance Indonesia
dengan mengajukan

limit kredit menggu-
nakan data pribadi se-
jumlah nasabah tanpa
1zin.

Setelah limit kred-
it berhasil diperoleh,
pelaku kemudian
mengeluarkan barang
berupa sembilan unit
iPhone berbagai tipe
dari toko rekanan PT
Akulaku Finance In-
donesia, yakni iBox

Lippo Plaza Buton.

Barang-barang
tersebut kemudian di-
jual kembali secara
online. Uang hasil
penjualan  digunakan
pelaku untuk kebutu-
han pribadi, termasuk
bermain judi online
dan trading cryptocur-
rency.

“Akibat perbuatan
pelaku, PT Akulaku Fi-
nance Indonesia men-
galami kerugian sebe-
sar Rp255.881.321,”
ungkap AKP Gayubh.

Kasus ini mulai
ditangani Unit II Sa-
treskrim Polres Bau-
bau setelah laporan
polisi diterima pada 18
Desember 2025. Polisi
kemudian memeriksa
tujuh orang saksi dan
mengamankan sembi-
lan dokumen barang
bukti yang berkaitan
dengan perkara terse-
but.

Pada 19 Februari
2026, perkara dinaik-
kan ke tahap peny-
idikan dan lima hari
kemudian pelaku re-
smi ditetapkan sebagai

tersangka.

Selain ~ dokumen
kerja sama perusa-
haan dan slip gaji

pelaku, polisi juga
mengamankan laporan
hasil investigasi inter-
nal perusahaan, surat
somasi, hingga surat
pernyataan tulisan tan-
gan dari pelaku.

Saat ini tersang-
ka telah diamank-
an di Polres Baubau

berdasarkan Lapo-
ran Polisi Nomor:
LP/B/262/X11/2025/

SPKT/RES.BAU
BAU/Sultra tanggal 4
Desember 2025.

Atas  perbuatann-
ya, tersangka dijerat
Pasal 488 KUHP ten-
tang penggelapan da-
lam jabatan dan Pasal
492 KUHP tentang
penipuan dengan an-
caman hukuman mak-
simal lima tahun pen-
jara.

Sementara itu, Di-
rektur Kepatuhan PT
Akulaku Finance In-
donesia, Meyli Rita
Rahmayanti  Siburi-
an, mengatakan pihak
perusahaan memiliki
komitmen zero toler-
ance terhadap segala
bentuk  kecurangan
yang dilakukan oknum
internal maupun ek-
sternal.

“Kami  langsung

melakukan pem-
berhentian  terhadap
pelaku setelah temuan
ini  didalami  oleh
tim anti-fraud kami,
kemudian menyerah-
kan proses hukum ke-
pada Polres Baubau,”
ujarnya.

Ia menjelaskan, pe-
rusahaan juga tengah
mendalami keterli-
batan pihak lain dalam
kasus tersebut, terma-
suk 12 identitas cus-
tomer yang digunakan
dalam pengajuan kred-
it.

Menurutnya, apa-
bila para customer
tersebut terbukti men-
jadi korban penyalah-
gunaan data pribadi,
maka perusahaan akan
menghapus  tagihan
yang muncul akibat
tindak pidana terse-
but.

“Kami menghim-
bau masyarakat un-
tuk selalu menjaga
data pribadi, terma-
suk akun, OTP, dan
password  layanan
pembiayaan digital
agar tidak disalah-
gunakan oleh pihak
yang tidak bertang-
gung jawab,” katan-

ya.(*)

KUMPULAN SAMBUNGAN BERITA

Senin, 08 Juni 2026

Ombudsman KT Nilai
Pelayanan Publik Buton Selatan Bebas

2025 dilakukan pada
RSUD Kabupaten
Buton Selatan, Dinas
Sosial, serta Dinas
Pendidikan dan Kebu-
dayaan.

“Hasil penilaian ini
diharapkan  menjadi
pemacu bagi seluruh
penyelenggara pe-
layanan publik un-
tuk terus meningkat-
kan kualitas layanan,
memperkuat  kepatu-
han terhadap standar
pelayanan, serta meng-
hadirkan  pelayanan
yang responsif, profe-
sional, dan bebas dari
maladministrasi,” ujar
Mastri Susilo.

Berdasarkan hasil
penilaian tahun 2025,
Pemerintah Kabupaten
Buton Selatan mem-
peroleh kategori kual-
itas pelayanan “Cuk-
up’, tingkat kepatuhan
‘Tinggi’, dengan opini
‘Kualitas Sedang Tan-
pa Maladministrasi”.

Capaian  tersebut
menunjukkan adanya
komitmen pemerintah
daerah dalam memba-
ngun sistem pelayanan
publik yang lebih baik
dan berorientasi pada

tersebut, Bupati Buton
Selatan, H. Muham-
mad Adios, menyam-
paikan apresiasi ke-
pada Ombudsman RI
Perwakilan Sulawesi
Tenggara atas pen-
dampingan dan eval-
uasi yang telah diber-
ikan.

Menurutnya,  ha-
sil penilaian tersebut
menjadi motivasi bagi
Pemerintah Kabu-
paten Buton Selatan
untuk terus melaku-
kan pembenahan dan
peningkatan kualitas
pelayanan publik di
berbagai sektor.

“Bagi kami, capa-
ian ini bukan sekadar
soal nilai atau kate-
gori yang diperoleh,
tetapi menjadi bagian
dari komitmen un-
tuk memastikan mas-
yarakat mendapatkan
pelayanan yang sema-
kin baik, mudah, ce-
pat, dan berintegritas.
Karena itu, kami juga
telah meminta asisten-
si kepada Ombudsman
untuk mendukung

langkah-langkah per-
baikan yang akan
dilakukan ke depan,”
ujar Bupati.

Ia juga menyam-
paikan terima kasih
kepada seluruh organ-
isasi perangkat daerah
yang telah berkon-
tribusi dalam proses
penilaian tersebut.
Menurutnya, pen-
ingkatan kualitas pe-
layanan publik bukan
hanya menjadi tang-
gung jawab perang-
kat daerah yang men-
jadi objek penilaian,
melainkan  tanggung
jawab bersama seluruh
jajaran Pemerintah
Kabupaten Buton Se-
latan.

“Dengan semangat
perbaikan berkelanju-
tan, Pemerintah Ka-
bupaten Buton Selatan
berkomitmen  untuk
terus  meningkatkan
kualitas pelayanan
publik guna mewujud-
kan tata kelola pemer-
intahan yang efektif,
akuntabel, dan beror-
ientasi pada kepuasan
masyarakat,”tutupnya.

(*)

Maladministrasi
kepentingan mas-
yarakat.

Menanggapi  hasil

Damkar Buton Selatan dan Yon TP 871
Asah Kemampuan Penanganan
Kebakaran Terpadu

unit mobil pemadam
kebakaran. Kegiatan
ini juga menjadi ajang
pengenalan  armada
pemadam baru yang
dimiliki Yon TP 871
Lamaindo.
Komandan Dam-
kar dan Penyelamatan

Buton Selatan, LM
Hikmah Poto, SH,
mengatakan  latihan

bersama tersebut mer-
upakan langkah strate-
gis untuk memperkuat
sinergi antarlembaga
dalam penanganan ke-
bakaran. “Latihan ini
bertujuan meningkat-
kan kesiapsiagaan, pe-
mahaman teori dasar
kebakaran, simula-
si pemadaman, serta
memperkenalkan unit
pemadam kebakaran
baru milik Yon TP 871
Lamaindo,” ujarnya.
Menurut Hikmabh,
salah satu fokus uta-
ma latthan adalah
penerapan Standar
Operasional Prosedur
(SOP) di lapangan
agar setiap personel
memahami tugas dan
tanggung  jawabnya
saat menghadapi ke-
bakaran. “Saat berada
di lokasi kejadian, per-
sonel harus mengeta-
hui pembagian tugas
secara jelas, mulai dari
pengendalian  selang
utama, pengamanan
jalur air, hingga pelak-

sanaan evakuasi,” ka-
tanya.

Selain aspek
prosedural, latihan

juga menitikberatkan

pada konsep berbagi
sumber daya (resource
sharing) antara kedua
institusi. “Dinas Dam-
kar memiliki personel
yang terlatth dalam
teknik  pemadaman,
sementara Yon TP 871
memiliki kekuatan
personel yang disiplin
dan siap bergerak ce-
pat. Penggabungan
kemampuan ini akan
membuat proses pen-

anganan  kebakaran
lebih efektif,” ujar
Hikmah.

Dalam sesi pembe-
lajaran teori, peserta
diberikan pemahaman
mengenai konsep Fire
Triangle atau Segitiga
Api yang terdiri atas
unsur bahan bakar,
oksigen, dan panas.
Ketiga unsur tersebut
menjadi syarat utama
terjadinya kebakaran.
Peserta juga mem-
praktikkan  berbagai
teknik  pemadaman,
seperti smothering
atau  menghilangkan
pasokan oksigen, cool-
ing dengan menurunk-
an suhu menggunakan
air, serta starving den-
gan memisahkan sum-
ber bahan bakar dari

titik api.

Secara  nasional,
penguatan  kapasitas
personel pemadam
kebakaran ~ menjadi
perhatian pemerintah
seiring  meningkatn-

ya frekuensi kejadian
kebakaran di berbagai
daerah. Data Kemen-
terian Dalam Negeri

dalam beberapa tahun
terakhir ~ menunjuk-
kan bahwa kebakaran
permukiman, fasilitas
umum, dan lahan ma-
sih menjadi salah satu
bencana yang paling
sering ditangani oleh
pemerintah  daerah.
Karena itu, latihan ter-
padu dan peningkatan
kompetensi  petugas
menjadi bagian pent-
ing dalam mitigasi
risiko bencana.

Di tingkat interna-
sional, konsep kolab-
orasi antara pemadam
kebakaran dan unsur
militer telah diterap-
kan di berbagai nega-
ra, termasuk Amerika
Serikat, Jepang, dan
Australia. ~ Pengala-
man penanganan ke-
bakaran hutan besar di
negara-negara tersebut
menunjukkan bahwa
keterpaduan  sumber
daya, disiplin pers-
onel, dan kesamaan
prosedur operasional
mampu meningkatkan
efektivitas respons
darurat sekaligus
meminimalkan risiko
korban maupun keru-
gian material.

Melalui latihan
gabungan ini, Pemer-
intah Kabupaten Bu-
ton Selatan berharap
kemampuan personel
pemadam kebakaran
dan prajurit Yon TP
871 Lamaindo sema-
kin terasah, sehingga
dapat memberikan pe-
layanan yang cepat,
tepat, dan profesional
kepada masyarakat ke-
tika menghadapi situ-
asi kebakaran maupun
kondisi darurat lainn-

ya.(*)
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Prabowo Siapkan Pelantikan Pimpinan
Baru BGN Pekan Ini, Istana Ungkap
Alasan Pelantikan Pimpinan Baru BGN
Ditunda

Laporan: Rahmat

JAKARTA,BP-
Presiden Prabowo
Subianto menjad-
walkan pelantikan
tiga pimpinan baru
Badan Gizi Nasion-
al (BGN) pada pe-
kan depan sebagai
bagian dari upaya
mempercepat pem-
benahan tata kelola
lembaga yang men-
jadi ujung tombak

Program  Makan
Bergizi Gratis.
Meski  pelantikan

belum digelar, keti-
ga pejabat tersebut
telah sah menjabat
sejak diterbitkann-
ya Keputusan Pres-
iden.

Menteri Sek-
retaris Nega-
ra Prasetyo Hadi
mengatakan  pe-
merintah  senga-
ja tidak langsung
menggelar pelan-
tikan agar para
pimpinan baru
dapat lebih fokus
melakukan konsol-
idasi internal dan
perbaikan  sistem
kerja di lingkun-
gan BGN pada
masa awal kepemi-
mpinan mereka.

“Kami agenda-
kan di minggu de-
pan, karena kami
berpikir beliau da-
lam hari-hari per-
tama itu supaya
fokus terlebih dulu
untuk melaku-
kan proses per-
baikan-perbaikan
di BGN,:”kata Pra-
setyo Hadi di Istana
Kepresidenan Ja-
karta, Kamis (4/6).

Dalam susunan
kepemimpinan

baru tersebut,
Presiden Prabowo
menunjuk  Nan-

ik sebagai Kepala
BGN mengganti-
kan Dadan Hin-
dayana. Selain itu,
dua posisi Wakil
Kepala BGN diper-
cayakan  kepada
Agustina Arumsari
dan Mayjen TNI
Trenggono.

Menurut  Pra-
setyo, penunjukan
Nanik didasarkan
pada rekam jejak
dan pengalamann-
ya selama menja-
bat sebagai Wakil
Kepala BGN. Po-
sisi tersebut mem-
buatnya memahami
secara menyeluruh
alur kerja, program,
hingga mekanisme
pengawasan yang
dijalankan lembaga
tersebut.

“Kalau  secara
administratif, hu-
kum, beliau bertiga
sudah sah menjadi
pimpinan BGN se-
menjak Keputusan
Presiden  ditetap-
kan,” ujar Prasetyo.

Pemerintah
juga menilai Nan-
ik memiliki ke-
disiplinan  tinggi
dalam menjalank-
an prosedur opera-
sional standar, ma-
najemen organisasi,
serta pengawasan
mutu makanan
yang disalurkan ke-
pada para penerima
manfaat program
pemerintah.

“Kedisiplinan

dalam menjalank-
an SOP-SOP, ke-
disiplinan  dalam
menjalankan  ma-
najemen di BGN,

kedisiplinan  juga
dalam menjaga
kualitas makanan

yang kita sajikan
ke seluruh pener-
ima manfaat, itu
beberapa dasar per-
timbangan,” lanjut
Prasetyo.
Perubahan
kepemimpinan di
BGN terjadi setelah
Dadan Hindayana
diberhentikan dari
jabatannya sebagai
Kepala BGN. Se-
hari setelah pen-
copotan  tersebut,
Kejaksaan Agung
menetapkan Dadan

sebagai tersangka
dalam kasus dugaan
korupsi ~ bersama

dua mantan Wakil
Kepala BGN, yakni
Lodewyk Pusung
dan Sony Sonjaya.

Secara histo-
ris, BGN merupa-
kan lembaga yang
dibentuk  pemer-
intah untuk men-
dukung pelak-
sanaan  Program
Makan Bergizi
Gratis, salah satu
program  prioritas
nasional yang mu-
lai dijalankan pada
era pemerintahan
Presiden Prabowo.
Program terse-
but dirancang un-
tuk meningkatkan
kualitas gizi anak
sekolah, ibu ham-
il, dan kelompok
rentan guna men-
dukung pemban-

gunan sumber daya
manusia Indonesia

menuju  Generasi
Emas 2045.

Di tingkat in-
ternasional,  pro-
gram penyediaan
makanan  bergizi
bagi pelajar telah
lama  diterapkan
di berbagai nega-
ra. Amerika Ser-
ikat menjalankan
National  School
Lunch Program se-
jak 1946, sementa-
ra Jepang mengem-
bangkan program
makan siang seko-
lah atau Kyushoku
sejak pasca-Perang
Dunia II. Organisa-
si Pangan dan Per-
tanian Dunia (FAO)
serta UNICEF juga
menempatkan pro-
gram makanan se-
kolah sebagai in-
strumen  penting
dalam  menekan
stunting, mening-
katkan kesehatan
anak, dan men-
dukung kualitas
pendidikan.

Dengan
kepemimpinan
baru, pemerintah
berharap  BGN
mampu mem-
perkuat tata kelo-
la,  meningkat-
kan akuntabilitas
program, serta
memastikan dis-
tribusi makanan
bergizi  berjalan
sesuai standar
kualitas yang
ditetapkan untuk
menjangkau juta-
an penerima man-
faat di seluruh In-
donesia.(*)
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Pulih Total, Jokow1 Siap Temui Warga
di Lampung, NTT, dan Jawa Barat
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Presiden ke-7 RI Jokowi akan mengawali blusukan keliling Indonesia
dengan tiga titik awal rencana kunjungan, yakni Lampung, Nusa Tengga-

Laporan: Alwan

JAKARTA, BP-
Presiden ke-7 Re-

publik  Indonesia,
Joko Widodo (Jo-
kowi), memastikan

dirinya telah pulih
sepenuhnya dan siap
kembali melakukan
kunjungan ke berb-
agai daerah. Pada
Juni 2026 ini, Lam-
pung, Nusa Tengga-
ra Timur (NTT), dan
Jawa Barat menjadi
tiga provinsi pertama
yang akan disamban-
gi dalam rangkaian
safari nasional yang
dilakukan secara
bertahap.

Jokowi menyebut
dirinya telah meneri-
ma banyak undangan
dari masyarakat di
berbagai wilayah In-
donesia. Karena itu,
ia berencana mem-
perbanyak interak-
st langsung dengan
warga sekaligus
memberikan  moti-
vasi dalam sejumlah
kegiatan yang akan

digelar di daerah.
“Kondisi saya
sudah  pulih 100
persen dan  siap
kembali bertemu
masyarakat,”  kata

Jokowi sebagaimana
disampaikan dalam
keterangannya  ter-
kait agenda lawatan
tersebut.

Ketua DPP PSI
Bidang Politik, Be-
stari Barus, men-
jelaskan  kunjungan
tersebut merupakan
tahap awal dari agen-
da yang lebih luas.
Menurut dia, Jokowi
tidak mungkin men-
gunjungi seluruh 38
provinsi dalam satu
kesempatan sehing-
ga perjalanan akan
dilakukan secara
bertahap.

“Tidak mungkin
sekali  kunjungan
langsung menjang-

ra Timur, dan Jawa Barat.

kau 38 provinsi. Tiga
provinsi ini menjadi
awal sebelum dilan-
jutkan ke daerah
lainnya,” wujar Be-
stari dalam program
Inside Politics CNN

Indonesia, Selasa
(2/6).

Bestari  menga-
takan setiap kun-

jungan tidak hanya
terpusat pada satu
lokasi. Dalam satu
provinsi, Jokowi di-
jadwalkan mengh-
adiri sejumlah agen-
da di beberapa kota
untuk memenuhi
berbagai undan-
gan yang telah ma-
suk dari masyarakat
dan kelompok pen-
dukungnya.

Selain  bertemu
kader Partai Soli-
daritas  Indonesia
(PSI), Jokow1 juga
akan  menghadiri
pertemuan den-
gan relawan, tokoh
masyarakat, serta
sejumlah komuni-
tas yang selama ini
memiliki hubungan
komunikasi dengan
dirinya.

“Diutamakan
PSI, tetapi ada juga
undangan dari re-
lawan dan tokoh
masyarakat  yang
ingin bertemu Pak
Jokowi,” kata Be-
stari.

[a menegaskan
agenda tersebut ti-
dak terkait dengan
kampanye politik.
Menurutnya, kun-
jungan itu lebih
menitikberatkan
pada  silaturahmi
dan pemenuhan un-
dangan masyarakat
di berbagai daerah.

“Kalau dibilang
kampanye  tentu
belum waktunya.
Ini lebih kepada
silaturahmi dan
memenuhi undan-
gan masyarakat,”
ujarnya.

Secara historis,
kegiatan blusu-
kan telah menjadi
ciri khas kepemi-
mpinan Jokowi se-
jak menjabat Wali
Kota Surakarta
pada 2005, kemu-
dian berlanjut saat
menjadi  Gubernur
DKI Jakarta dan
Presiden RI peri-
ode  2014-2024.
Pola kunjungan
langsung ke mas-
yarakat  tersebut
kerap  digunakan
untuk menyerap as-
pirasi warga seka-
ligus  memantau
kondisi  lapangan
secara langsung.

Dalam kon-
teks internasional,
pendekatan serupa
juga dilakukan se-
jumlah  pemimp-
in dunia. Mantan
Presiden = Ameri-
ka Serikat, Jimmy

Carter, maupun
mantan  Kanselir
Jerman, Angela

Merkel, dikenal ak-
tif melakukan kun-
jungan  lapangan
dan dialog publik
setelah maupun se-
lama menjabat se-
bagai bagian dari

upaya menjaga
kedekatan dengan
masyarakat.
Rencana sa-
fart  Jokowi ke
Lampung, NTT,
dan Jawa Barat

diperkirakan men-
jadi awal dari rang-
kaian  kunjungan
yang lebih luas
sepanjang  tahun.
Dengan kondi-
si kesehatan yang
diklaim telah pulih
sepenuhnya, man-
tan kepala negara
itu  menegaskan
kesiapannya untuk
kembali  menya-
pa masyarakat di
berbagai daerah In-
donesia.(*)
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Puteri Indonesia 2026 Siap Kampa-
nyekan PP TUNAS hingga Forum Global

-Jajaran Puteri Indonesia 2026 menyatakan komitmennya untuk menjadi bagian dari gerakan
nasional perlindungan anak di ruang digital dengan mendukung sosialisasi Peraturan Pemerintah

Laporan: Lisna

JAKARTA, BP-Ja-
jaran Puteri Indone-
sia 2026 menyatakan
komitmennya  untuk
menjadi bagian dari
gerakan nasional per-
lindungan anak di
ruang digital dengan
mendukung sosialisasi
Peraturan Pemerintah
tentang Tata Kelo-
la  Penyelenggaraan
Sistem Elektronik
dalam  Perlindungan
Anak (PP TUNAS).
Komitmen  tersebut
disampaikan  dalam
pertemuan dengan
Menteri Komunikasi
dan Digital, Meutya
Hafid, di Jakarta, Ka-
mis (4/6/2026).

Dukungan itu ti-
dak hanya diwujud-
kan melalui kam-
panye publik, tetapi
juga melalui rencana
edukasi langsung ke
sekolah-sekolah. Put-
eri Pendidikan 2026,
Gisella Agnes Silalahi,
mengatakan pihaknya
siap terlibat aktif da-
lam menyebarluaskan
pemahaman mengenai
pentingnya  perlind-
ungan anak di dunia
maya.

“Saya ingin ikut
menyosialisasikan
PP TUNAS ke seko-
lah-sekolah. Selain itu,
saya juga akan meng-
gaungkan isu perlind-
ungan anak di forum
internasional ~ untuk
menjadikan ini se-
bagai gerakan global,”
ujar Gisella.

Langkah tersebut
mendapat  perhatian
pemerintah karena

tantangan yang dih-
adapi anak-anak di
ruang digital terus
meningkat. Berdasar-
kan data yang disam-
paikan  Kementerian
Komunikasi dan Dig-
ital, jumlah pengguna

internet di Indonesia
kini mencapai sekitar
229 juta orang dengan
rata-rata penggunaan
internet lebih dari tu-
juh jam per hari. Ting-
ginya intensitas peng-
gunaan internet dinilai
memperbesar  risiko
paparan anak terhadap
berbagai ancaman dig-
ital.

Menteri Komunika-
si dan Digital, Meutya
Hafid, = menegaskan
bahwa perlindungan
anak harus menjadi
prioritas dalam pem-
bangunan ekosistem
digital nasional.
Menurut dia, ancaman
yang dihadapi anak
tidak hanya berupa
konten negatif, tetapi
juga risiko interaksi
dengan orang asing,
eksploitasi daring, pe-
rundungan siber, hing-
ga kecanduan penggu-
naan platform digital.

“Perlindungan anak
di ruang digital harus
melihat profil risiko
yang dihadapi anak,
mulai dari risiko kon-
tak, risiko konten,
hingga risiko kecan-
duan. Karena itu PP
TUNAS mengatur
langkah perlindungan
yang proporsional ses-
uai tingkat risiko plat-
form,” kata Meutya.

Pemerintah menilai
regulasi tersebut men-
jadi semakin penting
di tengah meningkat-
nya perhatian dunia
terhadap keselamatan
anak di internet. Da-
lam satu dekade tera-
khir, sejumlah negara
seperti Inggris, Aus-
tralia, dan negara-neg-
ara Uni Eropa telah
memperkuat  regula-
si perlindungan anak
melalui kebijakan kea-
manan daring, pem-
batasan akses usia,
serta kewajiban plat-
form digital melaku-

kan mitigasi risiko ter-
hadap pengguna anak.

Di Indonesia, upaya
perlindungan anak di
ruang digital sebenarn-
ya telah berlangsung
sejak  diberlakukann-
ya  Undang-Undang
Informasi dan Tran-
saksi Elektronik (UU
ITE), serta berbagai
kebijakan literasi dig-
ital nasional yang di-
gencarkan pemerintah
sejak beberapa tahun
terakhir. Namun, pe-
satnya perkembangan
teknologi dan media
sosial mendorong per-
lunya regulasi yang
lebih spesifik untuk
melindungi anak-anak

sebagai kelompok
rentan.
Meutya  mencon-

tohkan salah satu ben-
tuk implementasi per-
lindungan yang telah
dilakukan perusahaan
teknologi global. Plat-
form gim daring Ro-
blox, misalnya, telah
menyesuaikan kebi-
jakan bagi pengguna
di Indonesia dengan
menonaktifkan fitur
kontak bagi penggu-
na berusia di bawah
16 tahun guna men-
gurangi risiko inter-
aksi yang berpoten-
si  membahayakan
anak.

Dukungan terha-
dap PP TUNAS juga
disampaikan  Put-
eri Indonesia 2026,
Agnes Aditya Ra-
hajeng. Menurutn-
ya, regulasi tersebut
menjadi  jawaban
atas  kekhawatiran
masyarakat menge-
nai  meningkatnya
ancaman pornografi,
pelecehan  seksual,
dan perundungan di
media sosial yang
menyasar anak-anak
dan remaja.

“Anak di bawah
umur rentan terh-

adap bahaya por-
nografi, pelecehan
seksual, dan bully-
ing di media sosial.
Meskipun media so-
sial merupakan sara-
na mencari informasi
yang sangat power-
ful, tetap diperlukan
pengawasan dan per-
lindungan,” ujarnya.

Ketua Dewan
Pembina  Yayasan
Puteri Indonesia,
Putri Kus Wisnu
Wardani, menilai
perubahan pola tum-
buh kembang anak
pada era digital per-
lu menjadi perhatian
bersama. la melihat
anak-anak masa kini
lebih banyak berin-
teraksi dengan ga-
wai  dibandingkan
dengan lingkungan
sosial di sekitarnya
sehingga  membu-
tuhkan pendampin-
gan yang lebih kuat
dari keluarga, seko-
lah, pemerintah, dan
masyarakat.

“Perlindungan
anak adalah isu uni-
versal. Ketika In-
donesia  berbicara
tentang masa depan
digital, maka kese-
lamatan anak harus
menjadi bagian pent-
ing dari percaka-
pan global,” tegas
Meutya. Dukungan
dari Yayasan Put-
eri Indonesia bersa-
ma Victoria Titisari
Koesasi Putri, Ka-
rina Moudy Wido-
do, Glorya Stevany
Yame Nayoan, dan
Athalla Hartiana Pu-
tri Hardian dihara-
pkan  memperluas
jangkauan edukasi
publik sehingga ter-
cipta ruang digital
yang lebih aman
bagi generasi muda
menuju  Indonesia
Emas 2045.(*)
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Menko Polkam Tekankan Sinergi Daerah

Laporan: Mashuri

SULTRA, BP- Men-
teri Koordinator Bidang
Politik dan Keamanan
(Menko Polkam) RI,
Jenderal TNI (Purn.)
Djamari Chaniago, me-
negaskan bahwa keber-
hasilan pembangunan
daerah sangat bergan-
tung pada kemampuan
pemerintah  menjaga
stabilitas wilayah, mer-
espons persoalan mas-
yarakat secara cepat,
serta membangun ke-
percayaan publik yang
kuat. Pesan tersebut
disampaikan dalam ke-
giatan Silaturahmi dan
Arahan kepada Kepa-
la Daerah dan Forum
Koordinasi  Pimpinan
Daerah (Forkopim-
da) Regional Sulawe-
si di Gedung Serba
Guna Kantor Gubernur

Sulawesi Tenggara,
Kota Kendari, Sabtu
(30/5/2026).

Forum yang dihadiri
Menteri Dalam Negeri
Muhammad Tito Kar-
navian, Kepala Badan
Pusat Statistik (BPS),
para kepala daerah,
dan unsur Forkopimda
se-Sulawesi itu menjadi
wadah penguatan koor-
dinasi antara pemerin-
tah pusat dan daerah
dalam menghadapi tan-
tangan pembangunan
serta menjaga keaman-
an kawasan yang dinilai
strategis bagi pertum-
buhan nasional.

Dalam arahann-
ya, Djamari Chaniago
mengingatkan  bahwa
pembangunan tidak
dapat berjalan opti-
mal tanpa situasi yang
aman dan kondusif.

Karena itu, seluruh
unsur pemerintah dan
Forkopimda  diminta

memperkuat kekompa-
kan serta meningkat-
kan sensitivitas terha-
dap berbagai persoalan
yang berkembang di
tengah masyarakat.

“Program dan pem-
bangunan tidak bisa
dilaksanakan jika tidak
kondusif di daerah.
Kita harus peka terha-
dap kondisi masyarakat
kita, ketika sudah men-
getahui persoalan yang
ada maka harus segera
diselesaikan,” ujar Dja-
mari Chaniago.

Ia  menambahkan,

kepercayaan mas-
yarakat merupakan
modal  sosial yang
sangat penting bagi
pemerintah dalam
menjalankan pro-
gram  pembangunan.
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Menurutnya, mem-
bangun  kepercayaan
publik  membutuhkan
kerja kolektif seluruh
pemangku kepentingan,
bukan hanya tugas satu
institusi semata.

“Kita harus mening-
katkan kepercayaan
masyarakat kita dan itu
tidak bisa diselesaikan
sendiri. Semua unsur
harus bekerja Dbersa-
ma-sama,” tegasnya.

Sementara itu,
Menteri Dalam Neg-
eri Muhammad Tito
Karnavian menekank-
an pentingnya sinergi
antara pemerintah pu-
sat, pemerintah daerah,
dan Forkopimda dalam
menjaga kerukunan
sosial, keamanan, ser-
ta ketertiban umum. Ia
menilai stabilitas men-
jadi syarat utama bagi
pertumbuhan ekonomi
dan keberhasilan pro-
gram pembangunan.

“Pembangunan ti-
dak akan berjalan tanpa
suasana yang aman dan
kondusif. Karena itu,
sinergi seluruh elemen
pemerintahan dan mas-
yarakat dalam menja-
ga stabilitas keamanan
harus terus diperkuat,”
kata Tito.

Mendagri juga men-
gungkapkan bahwa Pu-
lau Sulawesi memiliki
posisi strategis dalam
pembangunan nasional.
Meskipun jumlah pen-
duduknya sekitar 7,35
persen dari total popu-
lasi Indonesia, kawasan
ini memiliki kekayaan
sumber daya alam yang
besar dan menjadi salah
satu motor penggerak
pertumbuhan ekonomi
nasional,  khususnya
melalui sektor pertam-
bangan, perikanan, per-
tanian, dan industri hil-
irisasi.

Gubernur  Sulawe-
si Tenggara, Mayjen
TNI (Purn.) Andi Su-

mangerukka, dalam
kesempatan yang sama
menyampaikan  apre-

siasi atas kepercayaan
pemerintah pusat yang
menunjuk Sulawesi
Tenggara sebagai tuan
rumah kegiatan strate-
gis tersebut. Menurut-
nya, forum itu menjadi
momentum penting un-
tuk memperkuat koor-
dinasi  antarlembaga
dalam menjaga stabili-
tas keamanan sekaligus
mempercepat pemban-
gunan yang inklusif dan
berkelanjutan.

Ia juga menegaskan
komitmen pemerintah
daerah dalam men-

ng Pembangunan
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dukung berbagai pro-
gram prioritas nasional
seperti Koperasi Mer-
ah Putih, Makan Ber-
gizi QGratis, Kampung
Nelayan Merah Putih,
serta program pemba-
ngunan tiga juta rumah
layak huni bagi mas-
yarakat berpenghasilan
rendah.

Bupati Buton, Al-
vin Akawijaya Putra,
yang turut hadir dalam
kegiatan tersebut men-
yatakan bahwa arahan
pemerintah pusat men-
jadi pengingat bagi
seluruh kepala daerah
untuk terus meningkat-
kan kualitas pelayanan
publik dan memastikan
setiap program pem-
bangunan benar-benar
dirasakan manfaatnya
oleh masyarakat.

“Arahan pemerintah
pusat menjadi pengin-
gat bagi kami untuk ter-
us menjaga kondusivi-
tas daerah, memperkuat
pelayanan publik, dan
memastikan setiap pro-
gram  pembangunan
benar-benar dirasakan
manfaatnya oleh mas-
yarakat,” ujar Alvin.

Secara historis,
pembangunan nasion-
al Indonesia sejak era
reformasi selalu me-
nempatkan  stabilitas
politik dan keamanan
sebagai salah satu pra-
Syarat utama pertum-
buhan ekonomi. Data
nasional menunjukkan
bahwa berbagai periode
pertumbuhan ekonomi
tinggi, termasuk pas-
capemulihan krisis
1998 dan pascapandemi
Covid-19, berlangsung
bersamaan dengan
kondisi  sosial-politik
yang relatif stabil. Di
tingkat global, laporan
berbagai lembaga inter-
nasional seperti Bank
Dunia dan OECD juga
menunjukkan  bahwa
tingkat  kepercayaan
publik terhadap pemer-
intah memiliki korelasi
kuat dengan efektivi-
tas kebijakan publik,
kualitas pelayanan pe-
merintahan, dan keber-
hasilan pembangunan
jangka panjang. Karena
itu, penguatan sinergi
antara pemerintah pu-
sat, daerah, dan mas-
yarakat  sebagaimana
ditekankan dalam fo-
rum Regional Sulawesi
tersebut dinilai menjadi
salah satu langkah strat-
egis untuk menjaga ke-
berlanjutan pembangu-
nan Indonesia di tengah
dinamika global yang
terus berkembang.(*)
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Bupati Buton Tengah Azhari Buka Piala
Bupati Cup 2026, Diikuti 13 Tim Kasti

Pemerintah Kabupaten Buton Tengah resmi memulai Turnamen Bola Kasti Piala Bupati Cup 2026
sebagai bagian dari upaya memperkuat pembinaan olahraga masyarakat dan pengembangan
potensi atlet daerah.

Pewarta: Ardi

BUTON  TEN-
GAH, BP- Pemerin-
tah Kabupaten Buton
Tengah resmi mem-
ulai Turnamen Bola
Kasti Piala Bupati
Cup 2026 sebagai
bagian dari upaya
memperkuat pembi-
naan olahraga mas-
yarakat dan pengem-
bangan potensi atlet
daerah.  Turnamen
yang diikuti 13
tim dari berbagai
wilayah di Buton
Tengah itu dibuka
langsung oleh Bupa-
ti Buton Tengah, Dr.
Azhari, di Lapangan
J. Wayong, Kelu-
rahan Watulea, Ke-
camatan Gu, Senin
(1/6/2026) sore.

Pembukaan tur-
namen ditandai den-
gan pemukulan bola
pertama oleh Bu-
pati Azhari sebagai
simbol dimulainya
kompetisi yang di-
harapkan  menjadi
sarana pembinaan,
hiburan masyarakat,
sekaligus mempere-
rat hubungan antar-
komunitas di daerah
tersebut.

Kegiatan itu turut
dihadiri Wakil Bu-
pati Buton Tengah
Muh. Adam Basan,
Staf Ahli TP PKK
Kartini Adam Basan,

sejumlah pimpinan
organisasi  perang-
kat daerah (OPD),
Camat Gu, unsur
Forum  Koordina-
si  Pimpinan Ke-
camatan  (Forkop-
imcam), tokoh
masyarakat, serta
para atlet dan pen-
dukung masing-mas-
ing tim.

Dalam sambutan-
nya, Azhari mene-
gaskan bahwa olah-
raga memiliki fungsi
yang lebih luas dar-
ipada sekadar ajang
kompetisi. Menurut
dia, olahraga juga
menjadi  instrumen
penting dalam mem-
bangun kebersamaan

dan memperkuat
ikatan sosial mas-
yarakat.

“Turnamen  ini
bukan hanya tentang
menang atau kalah,
tetapi juga menjadi
wadah untuk mem-
pererat silaturahmi
dan membangun
semangat persauda-
raan di  tengah
masyarakat,”  kata
Azhari.

Ia menambahkan,
Pemerintah  Kabu-
paten Buton Tengah
akan terus memberi-
kan dukungan terha-
dap penyelenggaraan
berbagai  kegiatan
olahraga masyarakat
sebagai bagian dari

pembinaan generasi
muda dan peningka-
tan prestasi daerah.

“Kami berkomit-
men menghadirkan
lebih banyak event
olahraga agar menja-
di ruang pembinaan
bakat dan lahirnya
atlet-atlet berprestasi
dari Buton Tengah,”
ujarnya.

Bupati juga meng-
ingatkan seluruh pe-
serta untuk menjaga
semangat fair play
selama  pertandin-
gan  berlangsung.
Menurutnya,  nilai
sportivitas merupa-
kan fondasi utama
dalam setiap kompe-
tisi olahraga.

“Junjung  tinggi
sportivitas dan tetap
menjaga persauda-
raan selama bertand-
ing. Kompetisi ha-
rus menjadi sarana
memperkuat persat-
uan, bukan sebalikn-
ya,” katanya.

Secara  historis,
olahraga kasti mer-
upakan salah satu
cabang permainan
tradisional yang tel-
ah lama berkembang
di Indonesia dan
banyak dimainkan di
lingkungan sekolah
maupun masyarakat.
Permainan ini memi-
liki kemiripan den-
gan sejumlah olah-
raga pukul-tangkap

yang  berkembang
di berbagai negara,
termasuk  rounders
yang populer di In-
ggris sejak abad ke-
19 dan menjadi salah
satu dasar perkem-
bangan olahraga bis-
bol modern di dunia.

Di tingkat nasion-
al, turnamen olahraga
berbasis komunitas
seperti Piala Bupati
Cup telah menjadi
instrumen  penting
dalam  pembinaan
atlet daerah. Banyak
atlet yang kemudian
berkembang ke ting-
kat provinsi hingga
nasional berawal
dari kompetisi lokal
yang rutin digelar
pemerintah  daerah
sebagai bagian dari
penguatan olahraga
masyarakat.

Melalui  penye-
lenggaraan Tur-
namen Bola Kasti Pi-
ala Bupati Cup 2026,
Pemerintah  Kabu-
paten Buton Tengah
berharap partisipasi
masyarakat  dalam
kegiatan  olahraga
semakin meningkat,
sekaligus membuka
ruang lahirnya bib-
it-bibit atlet potensial
yang dapat mengha-
rumkan nama daerah
pada berbagai ajang
kompetisi di masa
mendatang.(*)
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Literasi Jadi Fondasi SDM Unggul,
Bupati Buton Dorong Pelajar Tingkatkan
Daya Nalar

Pewarta: La Harman

BUTON, BP- Pe-
merintah  Kabupaten
Buton terus mem-
perkuat budaya litera-
si sebagai bagian dari
upaya  membangun
sumber daya manu-
sia (SDM) yang un-
ggul dan berkarakter.
Komitmen itu dite-
gaskan Bupati Bu-
ton, Alvin Akawijaya
Putra, saat membuka
Pembekalan  Peserta
Lomba Resensi Buku
Tahun 2026 di Aula
Perpustakaan  Daer-
ah Kabupaten Buton,
Rabu (3/6/2026).

Kegiatan yang
diselenggarakan  Di-
nas Kearsipan dan
Perpustakaan ~ Daer-
ah Kabupaten Buton
tersebut diikuti pelajar
tingkat SMA, SMK,
MA, SMP, dan MTs
dari berbagai sekolah
di wilayah Kabupat-
en Buton. Program ini
bertujuan meningkat-
kan minat baca seka-
ligus melatih kemam-
puan Dberpikir kritis
melalui penulisan re-
sensi buku.

Dalam kesempatan
itu, Bupati Alvin me-
negaskan bahwa pem-
bangunan daerah tidak
hanya bertumpu pada
infrastruktur fisik, teta-
pi juga pada kualitas
manusianya. Menurut
dia, literasi merupakan
salah satu instrumen
penting untuk mencip-
takan generasi yang
mampu  beradaptasi
dengan perkembangan
zaman.

"Saya  mengajak
para siswa untuk ber-
proses membentuk

sumber daya manusia
yang cerdas dan berk-
arakter. Mari bersama
mewujudkan generasi
yang literat, unggul,
dan berdaya saing un-
tuk mewujudkan Bu-
ton Bersinar," ujar Al-
vin di hadapan peserta
pembekalan.

Pemerintah Kabupaten Buton terus memperkuat budaya literasi sebagai
bagian dari upaya membangun sumber daya manusia (SDM) yang ung-

gul dan berkarakter.

Selain  membuka
kegiatan, Bupati juga
berdialog  langsung

dengan para peserta.
Dalam sesi tersebut,
ia memberikan moti-
vasi agar para pelajar
terus mengembangkan
kemampuan mem-
baca, menulis, serta
memperluas wawasan
sebagai bekal mengh-
adapi tantangan masa
depan.

Menurut Alvin, Pe-
merintah  Kabupaten
Buton  berkomitmen
mendukung berbagai
program literasi nasi-
onal melalui kebija-
kan dan kegiatan yang
menyentuh masyarakat
secara langsung. Salah
satunya  diwujudkan
melalui  bimbingan
teknis pembuatan re-
sensi buku bagi pela-
jar tingkat SMP dan
SMA sederajat.

"Melalui  kebija-
kan  perpustakaan,
pemerintah  dapat
memberikan sentu-
han langsung kepada
masyarakat dalam
penguatan  budaya
literasi yang dilak-
sanakan oleh Dinas
Kearsipan dan Per-
pustakaan Daerah,"
katanya.

Kegiatan tersebut
juga menghadirkan
dewan juri dan pe-
materi yang mem-
berikan pembekalan
mengenai teknik
membaca Kkritis, anal-
isis 1isi buku, hingga
penyusunan resensi
yang baik. Bupati
menyampaikan apre-
siasi kepada para
narasumber yang tel-
ah berbagi ilmu dan
pengalaman kepada
generasi muda Bu-
ton.

"Saya  berharap
adik-adik mengikuti
pembekalan ini den-
gan sungguh-sung-
guh dan meman-
faatkan kesempatan
untuk belajar dari
para pemateri yang

berpengalaman,"
ujarnya.

Pada kesempatan
yang sama, Bupati
Buton bersama Bun-
da Literasi Kabupat-
en Buton, Maimun-
ah Moko Syarifudin
Saafa, menerima
sumbangan buku
karya Dr. Nadir La
Djamudi, M.Pd yang
juga bertindak se-
bagai dewan juri.
Buku tersebut akan
menambah  koleksi
Perpustakaan Daer-
ah Kabupaten Buton
dan  memperkaya
referensi bacaan
masyarakat.

Secara  historis,
penguatan  budaya
literasi menjadi salah
satu agenda nasion-
al sejak pemerintah
meluncurkan Gera-
kan Literasi Nasion-
al (GLN) pada 2016
untuk meningkatkan
kemampuan memba-
ca dan menulis mas-
yarakat  Indonesia.
Di tingkat internasi-
onal, UNESCO sejak
lama menempatkan
literasi sebagai fon-
dasi pembangunan
berkelanjutan karena
berkaitan langsung
dengan peningkatan
kualitas pendidikan,
pengurangan kemi-
skinan, serta pengua-
tan daya saing bang-
sa di era ekonomi

berbasis  pengeta-
huan.
Melalui pembeka-

lan resensi buku ini,
Pemerintah  Kabu-
paten Buton ber-
harap lahir generasi
muda yang tidak ha-
nya gemar membaca,
tetapi juga mampu
mengolah informasi
secara Kkritis, men-
yampaikan gagasan
secara  konstruktif,
dan  berkontribusi
dalam pembangunan
daerah maupun nasi-
onal.(*)
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BPOM Sita Kosmetik Impor Ilegal
Rp27,6 Miliar dari Gudang Tangerang
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L
Peliput: Andina L

TANGERANG,
BP- Badan Pengawas
Obat dan Makanan
(BPOM) menghenti-
kan peredaran jutaan
produk kosmetik im-
por ilegal yang dipas-
arkan melalui platform
perdagangan elektron-
ik setelah menemukan
gudang penyimpanan
di Bojong Nangka,
Kelapa Dua, Kabupat-
en Tangerang, Banten.
Dari operasi tersebut,
BPOM mengamank-
an kosmetik tanpa
izin edar dengan nilai
ekonomi diperkirakan
mencapai Rp27,6 mil-
iar.

Kepala BPOM
Taruna Ikrar dalam
konferensi pers hasil
pengawasan pada Ju-
mat (5/6/2026) men-
gatakan temuan itu
menjadi bagian dari
upaya pemerintah
memperkuat perlind-
ungan konsumen di
tengah  meningkatn-
ya transaksi kosmetik
melalui e-commerce.

“Dari hasil pemer-
iksaan, kami mene-
mukan 956 item kos-
metik  impor ilegal
dengan jumlah men-
capai 2.082.039 pieces
dan nilai keekonomian
sekitar Rp27,6 miliar,”
kata Taruna.

Produk yang dia-
mankan  didominasi
kosmetik dekoratif
atau rias wajah yang
sebagian besar berasal
dari Tiongkok. Selain
tidak memiliki izin
edar, produk tersebut

juga tldak dilengkapi
dokumen  importasi
yang lengkap sehingga
diduga masuk ke In-
donesia melalui jalur
tidak resmi.

Menurut Taru-
na, hasil investigasi
menunjukkan kosme-
tik ilegal tersebut ma-
suk melalui forwarder
umum yang diduga
menjalankan  praktik
tidak sesuai ketentuan.
Setelah berada di In-
donesia, produk kemu-
dian dipasarkan secara
luas melalui berbagai
platform digital seh-
ingga berpotensi men-
jangkau konsumen di
seluruh wilayah Indo-
nesia.

“Berdasarkan  in-
formasi yang diper-
oleh selama proses
investigasi,  produk
ilegal tersebut masuk
ke Indonesia tanpa
dilengkapi  dokumen
importasi yang leng-
kap sehingga diduga
masuk melalui jalur
tidak resmi,” ujarnya.

BPOM menilai
peredaran  kosmetik
tanpa izin edar menjadi
ancaman serius karena
keamanan, mutu, dan
manfaat produk ti-
dak dapat dipastikan.
Risiko  penggunaan
produk semacam itu
dapat berdampak pada
kesehatan masyarakat,
terutama jika men-
gandung bahan yang
tidak memenuhi stan-
dar pengawasan.

“Kosmetik  tanpa
izin edar dan kosmetik
impor yang masuk ke
Indonesia tanpa me-
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menuhi ketentuan yang
berlaku tidak dapat di-
jamin keamanan mau-
pun mutunya,” ujar
Taruna.

Kasus ini terung-
kap setelah BPOM
melakukan operasi
intelijen  berdasarkan
laporan  masyarakat
serta pengawasan dar-
ing terhadap aktivitas
perdagangan kosme-
tik. Penelusuran lanju-
tan mengarah pada ke-
beradaan gudang yang
digunakan sebagai
lokasi  penyimpanan
sekaligus  distribusi
produk ilegal tersebut.

Sebagai  langkah
awal penindakan,
BPOM menghentikan
sementara seluruh ak-
tivitas di sarana terse-
but dan mengamankan
seluruh barang bukti.
Kasus ini masih dalam
tahap pengembangan
untuk  mengungkap
pihak-pihak yang ter-
libat serta modus pe-
langgaran yang digu-
nakan. Jika ditemukan
unsur pidana, pelaku
dapat dijerat Pasal
435 juncto Pasal 138
ayat (2) dan (3) Un-
dang-Undang Nomor
17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan dengan an-
caman pidana penjara
hingga 12 tahun atau
denda paling banyak
RpS5 miliar.

“BPOM tidak se-
gan menegakkan
sanksi tegas terhadap
oknum pelaku usaha
yang sengaja melang-

gar regulasi,” tegas
Taruna.
Secara historis,

-

peredaran  kosmetik
ilegal menjadi tanta-
ngan yang terus dih-
adapi banyak negara.
Di Indonesia, BPOM
hampir setiap tahun
menemukan  produk
kosmetik tanpa izin
edar maupun yang
mengandung bah-
an berbahaya seperti
merkuri dan hidrokui-
non. Secara global,
lembaga pengawas di
Amerika Serikat, Uni
Eropa, dan sejumlah
negara Asia juga rutin
melakukan penarikan
produk kosmetik ilegal
yang dijual secara dar-
ing karena meningkat-
nya perdagangan lintas
negara melalui plat-
form digital. Fenome-
na tersebut mendorong
otoritas pengawas di
berbagai negara mem-
perketat pengawasan
e-commerce guna me-
lindungi  konsumen
dari produk yang ti-
dak memenuhi standar
keamanan.

BPOM  mengim-
bau masyarakat un-
tuk meningkatkan
kewaspadaan dengan
selalu menerapkan
prinsip Cek KLIK,
yakni memeriksa ke-
masan, label, izin edar,
dan kedaluwarsa se-
belum membeli atau
menggunakan kosme-
tik. Langkah tersebut
dinilai penting untuk
mencegah risiko kes-
ehatan sekaligus men-
dukung  terciptanya
iklim usaha yang sehat
dan adil bagi pelaku
usaha yang mematuhi
regulasi.(*)
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Bandung Jadi Percontohan Nasional
Layanan JKN Lewat Koperasi

Peliput: Warman

BANDUNG,
BP-Kota Bandung
ditetapkan sebagai

daerah pertama di In-
donesia yang men-
jalankan  uji  coba
layanan Program Ja-
minan Kesehatan Na-
sional (JKN) melalui
Koperasi  Kelurahan
Merah Putih (KKMP).
Sebanyak 20 koperasi
di tingkat kelurahan
mulai melayani pem-
bayaran iuran, penye-
baran informasi JKN,
hingga  pengaktifan
kembali kepesertaan
yang nonaktif dalam
program yang dilun-
curkan di  Pendopo
Kota Bandung, Kamis
(21/5).

Langkah tersebut
merupakan kolaborasi
antara BPJS Keseha-
tan dan Pemerintah
Kota Bandung untuk
memperluas akses
layanan jaminan kese-
hatan hingga ke ting-
kat masyarakat paling
bawah. Program ini
sekaligus menjadi ba-
gian dari upaya mem-
perkuat peran kopera-
si sebagai penggerak
ekonomi kerakyatan
dan mitra pelayanan
publik.

Wali Kota Bandung,
Muhammad Farhan,
mengatakan ~ pemili-
han Bandung sebagai
lokasi ~ percontohan
didukung  kesiapan
kelembagaan koperasi
yang telah terbentuk
di berbagai kelurahan.
Saat ini Kota Bandung
memiliki 151 kelurah-
an dan 20 di antaranya
ditetapkan sebagai lo-
kasi awal pelaksanaan
program.

“KKMP harus men-
jadi titik awal gerakan
bersama untuk mem-
bangun  masyarakat
perkotaan yang lebih
sehat dan kuat. Kop-
erasi juga harus mem-
berikan manfaat bagi
anggota maupun mas-
yarakat sekitar,” kata
Farhan.

Dalam skema yang
diterapkan, koperasi

Merah Putih

tidak hanya berfungsi
sebagai tempat pem-

bayaran iuran JKN
melalui sistem Pay-
ment Point Online

Banking (PPOB), teta-
pi juga menjadi agen
mitra BPJS Kesehatan
yang bertugas melaku-
kan edukasi, pendata-
an peserta, serta mem-
bantu  mengaktifkan
kembali peserta JKN
yang statusnya tidak
aktif.

Selain itu, kopera-
si juga dapat berper-
an menghimpun dan
menyalurkan bantuan
pembiayaan iuran dari
berbagai sumber, sep-
erti keuntungan usa-
ha koperasi, program
tanggung jawab sosial
perusahaan (CSR),
maupun donasi mas-
yarakat untuk mem-
bantu peserta yang
mengalami  kendala
pembayaran.

Direktur Utama
BPJS Kesehatan, Pri-
hati Pujowaskito,
menjelaskan  bahwa
keikutsertaan  koper-
asi dalam program
tersebut memiliki
potensi besar untuk
memperkuat cakupan
kepesertaan JKN se-
cara nasional. Menurut
dia, Indonesia saat ini
memiliki lebih dari 83
ribu Koperasi Merah
Putih yang berpotensi
menjadi mitra strategis
BPJS Kesehatan.

“Ada lebih dari
83.000 Koperasi Mer-
ah Putih di Indone-
sia yang berpotensi
diberdayakan menjadi
mitra strategis BPJS
Kesehatan. Bandung
menjadi lokus pertama
setelah melalui proses
kurasi dan analisis ke-
layakan,” ujar Pujo.

Ia menambahkan,
koperasi yang terli-
bat dalam program ini
akan memperoleh im-
bal jasa berdasarkan
transaksi yang dilaku-
kan. Skema tersebut
diharapkan ~ mampu
menciptakan sumber
pendapatan baru bagi
koperasi sekaligus
memperkuat keberlan-

jutan pelayanan kepa-
da masyarakat.

“KKMP yang ber-
mitra dengan BPJS
Kesehatan akan mem-
peroleh imbal jasa per
transaksi sehingga
dapat menjadi alterna-
tif sumber pendapatan
baru bagi koperasi,”
kata Pujo.

Secara historis, Pro-
gram JKN mulai diter-
apkan secara nasional
pada 1 Januari 2014
sebagai bagian dari
pelaksanaan  Sistem
Jaminan Sosial Nasi-
onal (SJSN). Dalam
lebih dari satu dekade
perjalanannya, JKN
berkembang  menja-
di salah satu program
asuransi  kesehatan
terbesar di  dunia
dengan cakupan ra-
tusan juta peserta.
Di tingkat interna-
sional, model perlu-
asan akses layanan
kesehatan  berbasis
komunitas juga dit-

erapkan di sejum-
lah negara, seperti
Thailand melalui

Universal Coverage
Scheme dan Rwanda
melalui skema com-
munity-based health
insurance, yang me-
nempatkan  organi-
sasi masyarakat se-
bagai ujung tombak
pelayanan kesehatan
dasar.

Sebanyak 20
KKMP yang men-
jadi peserta uji coba
berasal dari Kelura-
han Sukaluyu, Dago,

Pasanggrahan, An-
tapani Kulon, Bu-
rangrang, Babakan
Surabaya, Sukapura,
Palasari, Ciroyom,
Sekeloa,  Sekejati,
Cipadung  Kulon,
Lebakgede, Sadang
Serang, Karasak,
Mekarjaya, Ka-

rang Pamulang, Pa-
sir Biru, Cibaduyut
Kidul, dan Babakan
Sari.  Keberhasilan
program 1ini akan
menjadi bahan eval-
uasi untuk pengem-
bangan model serupa
di berbagai daerah
lain di Indonesia.(*)
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Dadan, Lodewyk, Sony Tersangka
Proyek Motor Listrik hingga Sepatu
BGN

Laporan: Amran

JAKARTA,
BP- Direktur Peny-
idikan Jaksa Agung
Muda Bidang Tin-
dak Pidana Khusus
Kejagung  Syarief
Sulaeman Nahdi
menyebut penetapan
tersangka tiga man-
tan pimpinan Badan
Gizi Nasional (BGN)
terkait dugaan ko-
rupsi mark up proyek
pengadaan sejumlah
barang antara lain
motor listrik, sepatu,
dan tablet.

Ketiga mantan pe-
jabat BGN itu adalah
mantan Kepala BGN
Dadan Hindaya-
na dan dua mantan
Wakil Kepala BGN
Sony Sonjaya dan
Lodewyk Pusung.

“Pengadaan mo-
tor listrik sebanyak
21.801 unit den-
gan total pengadaan
sekitar Rpl triliun,
pengadaan  32.000
pasang sepatu yang
tidak sesuai ketentu-
an dan adanya mark
up, pengadaan tab-
let sebanyak 31.000
sekian yang tidak
sesuai ketentuan dan
adanya mark up, dan
pengadaan tv 75 in-
chi sebanyak 5.400

unit yang tidak se-
suai ketentuan dan
adanya mark up,”
kata Syarief dalam
konferensi pers di
Gedung Kejaksaan
Agung.

Kejagung  men-
etapkan surat per-
intah penyidikan
(sprindik) tata kelola
program makan ber-
gizi gratis (MBQG) di
BGN pada 29 Mei.

Selang  bebera-
pa hari, Kejagung
menggeledah beber-
apa tempat terma-
suk kantor BGN di
Jakarta. Penggeleda-
han dilakukan dari
Selasa malam hingga
Rabu pagi.

Dalam penggele-
dahan Kejagung
menyita  sejumlah
alat bukti. Aparat
juga membawa
Dadan, Lodewyk,
dan  Sony untuk
diperiksa.

Setelah  melalui
proses pemerik-
saan, ketiganya re-
smi ditetapkan se-
bagai tersangka dan
langsung  ditahan.
Para tersangka ditah-
an di Rutan Salemba
selama 20 hari ke de-
pan.

Syarief  berkata
dari perkara dugaan
mark up proyek

pengadaan ini, neg-
ara mengalami keru-
gian. Para tersangka
disangka melanggar
Pasal 603 dan pasal
604 Juncto pasal 20
UU Nomor 1 Tahun
2023 tentang KUHP.

Mantan  Kepala
Badan Gizi Nasional
(BGN) Dadan Hin-
dayana keluar dari
Gedung Kejaksaan
Agung Jakarta, Rabu
(3/6), dengan men-
genakan rompi tah-
anan kejaksaan ber-
warna merah muda
atau pink.

Dadan keluar Ge-
dung Kejagung seki-
tar pukul 17.10 WIB.
Dia tertunduk lesu
dan langsung ma-
suk mobil tahanan.
[a mengabaikan per-
mintaan wawancara
sejumlah wartawan.

Dadan dibawa
Kejagung  setelah
pada pagi hari, aparat
kejaksaan  melaku-

kan penggeledahan
di Gedung BGN, Ja-
karta, terkait dugaan

korupsi.
Sebelumnya,
Presiden  Prabowo

Subianto mencopot
Dadan dari jabatan
Kepala BGN. Selain
Dadan, presiden juga
mencopot Sony Son-
jaya dan Lodewyk
Pusung dari posisi
Wakil Kepala BGN.

Kepala Staf Pres-
iden (KSP) Dudung
Abdurachman men-
gaku  mendapatkan
informasi bahwa
Dadan dicopot dari
jabatannya didu-
ga berkaitan jual
beli titik dapur pro-
gram Makan Bergizi
Gratis (MBG) atau

Satuan  Pelayanan
Pemenuhan Gizi
(SPPQG).

“Ya, saya pun

dapat informasi sep-
erti itu,” kata Du-
dung saat ditanya du-
gaan kasus jual beli
dapur yang menjerat
eks Kepala BGN,
usai mengikuti rapat
kerja di kompleks
parlemen, Jakarta,
Rabu (3/6).

Dia mengatakan
bahwa Presiden Pra-
bowo Subianto juga
sudah  mendengar
informasi terkait
permasalahan BGN
sejak lama, dari
berbagai sumber.(*)

4 www.baubaupost.com

MBG Diguncang Skandal, Kejagung
Ungkap Yayasan Terafiliasi Petinggi
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Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional
(BGN) Dadan Hindayana bersama dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony
Sanjaya dan Lodewyk Pusung, sebagai tersangka

Laporan: Hadi

JAKARTA,
Kejaksaan Agung
menetapkan ~ mantan
Kepala Badan Gizi Na-
sional (BGN) Dadan
Hindayana  bersama
dua mantan Wakil
Kepala BGN, Sony
Sanjaya dan Lodewyk
Pusung, sebagai ter-
sangka dalam kasus
dugaan korupsi Pro-
gram Makan Bergizi
Gratis (MBG). Keti-
ganya diduga terlibat
dalam penyimpangan
pengelolaan yayasan
mitra serta pengadaan
barang dan jasa yang
mengakibatkan keru-
gian keuangan negara.

Direktur Peny-
idikan Jaksa Agung
Muda Tindak Pidana
Khusus, Syarief Su-
laeman Nahdi, men-
gatakan para tersang-
ka diduga melakukan
intervensi  terhadap
proses pengadaan di
lingkungan BGN se-
hingga  penyusunan
Kerangka Acuan Ker-
ja (KAK) tidak sesuai
kebutuhan riil di lapa-
ngan dan membuka
ruang terjadinya mark
up harga.

“Dalam proses pen-
gadaan barang dan jasa
pada BGN, terdapat in-
tervensi terhadap PPK
sehingga penyusunan
KAK tidak disusun
sesuai kebutuhan riil
dan ditemukan adanya
mark up harga pen-
gadaan,” kata Syarief
dalam konferensi pers
di Jakarta, Rabu (3/6).

Penyidik menemu-
kan dugaan penyim-
pangan pada sejum-
lah pengadaan barang
pendukung operasion-
al MBG, antara lain
21.801 unit motor lis-
trik dengan nilai seki-
tar Rpl triliun, 32.000
pasang sepatu, sekitar
31.000 unit tablet, ser-
ta 5.400 unit televi-
si berukuran 75 inci.
Seluruh  pengadaan
tersebut diduga tidak
sesuai ketentuan dan
mengalami  pengge-
lembungan harga.

Selain  pengadaan
barang, Kejagung juga
mengungkap adanya
dugaan  penyimpan-
gan dalam penunjukan

BP-

yayasan mitra Satuan
Pelayanan Pemenuhan
Gizi (SPPG). Sejum-
lah yayasan yang tidak
memenuhi persyaratan
diduga tetap dilolo-
skan menjadi mitra
melalui  pengaturan
proses verifikasi pada
portal mitra BGN.

“Yayasan-yayasan
tersebut mendapatkan
insentif miliaran rupi-
ah setiap hari dan ter-
afiliasi dengan sauda-
ra DH, saudara SS,
dan saudara LP,” ujar
Syarief.

Menurut penyidik,
afiliasi tersebut dilaku-
kan melalui pihak
lain sehingga yayasan
yang secara formal ti-
dak tercatat atas nama
para tersangka tetap
diduga berada dalam
kendali mereka. “Ter-
afiliasi berarti dimili-
ki atau dikendalikan
melalui orang lain,”
kata Syarief menjelas-
kan.

Kasus ini menjadi
perhatian karena ter-
kait dengan Program
Makan Bergizi Gratis
yang merupakan salah
satu program strat-
egis nasional. Pada
tahun 2025, program
tersebut memperoleh
alokasi anggaran se-
besar Rp85,20 triliun
dari APBN. Semen-
tara pada tahun 2026,
anggarannya  diren-
canakan  meningkat
menjadi Rp268 trili-
un untuk memperlu-
as cakupan layanan
pemenuhan gizi bagi

masyarakat.
Kejagung men-
gungkapkan  bahwa

penyelidikan perkara
ini berlangsung sekitar
satu minggu sebelum
ditingkatkan ke tahap
penyidikan. Namun,
pendalaman terhadap
dugaan penyimpangan
telah dilakukan sebel-
umnya  berdasarkan
berbagai informasi dan
laporan ~ masyarakat
terkait  pelaksanaan
program di lapangan.
“Terdapat bebera-
pa laporan dari mas-
yarakat mengenai
dapur-dapur yang di-
duga tidak sesuai spe-
sifikasi maupun keten-
tuan. Dari situlah kami

melakukan  pendala-
man,” ujar Syarief.

Saat ini, ketiga ter-
sangka telah ditahan
di Rumah Tahanan
Salemba Cabang Ke-
jaksaan Agung dan
Kejaksaan Negeri Ja-
karta Selatan. Mere-
ka disangkakan me-
langgar Pasal 603 dan
Pasal 604 juncto Pasal
20  Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2023
tentang Kitab Un-
dang-Undang Hukum
Pidana.

Secara historis, pro-
gram bantuan makanan
bagi anak sekolah dan
kelompok rentan telah
diterapkan di berbagai
negara. Program Na-
tional School Lunch
Program di Ameri-
ka Serikat misalnya
telah berjalan sejak
1946 dan melayani
jutaan pelajar setiap
hari. Di Brasil, Pro-
grama Nacional de Al-
imentaA§A£o Escolar
(PNAE) juga menjadi
salah satu program
pangan sekolah terbe-
sar di dunia. Di Indo-
nesia sendiri, sejumlah
program bantuan pan-
gan dan perbaikan gizi
telah dijalankan pe-
merintah sejak dekade
1990-an, namun Pro-
gram MBG menja-
di program nasional
dengan skala anggaran
dan cakupan penerima
manfaat yang jauh leb-
ih besar.

Kejagung
yatakan peny-
idikan  masih  ter-
us dikembangkan,
termasuk mengin-
ventarisasi  yayasan-
yayasan SPPG yang
diduga terafiliasi
dengan para tersang-
ka. Penyidik akan
berkoordinasi dengan
BGN untuk memasti-
kan seluruh mitra pro-
gram memenuhi pers-
yaratan dan mencegah
terulangnya penyim-
pangan dalam pelak-
sanaan program yang
menggunakan  dana
publik dalam jumlah
besar tersebut.(*)

men-
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Usulan Agenda Tambahan Warnai
Pembukaan Masa Sidang III DPRD
Baubau Tahun 2025-2026

Laporan: Prasetio M

BAUBAU, BP-
Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah
(DPRD) Kota Bau-
bau resmi mem-
buka Masa Sidang
Il Tahun Sidang
2025-2026 setelah
menutup Masa Si-
dang II dalam rapat
paripurna yang di-
gelar di Ruang Ra-
pat Utama DPRD
Kota Baubau, Rabu
(3/6/2026). Agen-
da tersebut menja-
di penanda dimu-
lainya pembahasan
berbagai program
dan kebijakan strat-
egis daerah pada se-
mester berikutnya.

Rapat  paripur-
na dipimpin Ketua
DPRD Kota Bau-
bau Ardin Jufri, ST
didampingi  Wakil
Ketua I Natas Aryu
Prawira Tamim,
SM, MM dan Wakil
Ketua IT Adriansyah
Farmin, ST. Had-
ir pula Sekretaris
Daerah Kota Bau-
bau La Ode Darus
Salam, S.Sos.,
M.S1., bersama jaja-
ran pejabat Pemer-
intah Kota Baubau.

Dalam pembu-
kaan Masa Sidang
III, Ardin Jufri me-
maparkan sejumlah
agenda yang tel-
ah disusun untuk
menjadi fokus kerja
DPRD. Ia juga me-
minta  pandangan
serta  persetujuan
anggota dewan ter-
hadap agenda yang
akan dijalankan
selama masa per-

sidangan tersebut.
“Dengan  mengu-
capkan syukur ke
hadirat Tuhan Yang
Maha Esa, Masa
Sidang III Tahun
Sidang 2025-2026
secara resmi kami
buka,” ujar Ardin
Jufri dalam rapat
paripurna.
Pembahasan
agenda sidang
mendapat tambahan
usulan dari Wakil
Ketua II DPRD
Adriansyah Farmin.
Usulan tersebut be-
rupa penambahan
satu kegiatan dalam
agenda Masa Si-
dang III dan mem-
peroleh dukungan
dari anggota DPRD

lainnya, termasuk
Ahdiyat  Zamani,
ST, MT. “Kami

mengusulkan adan-
ya tambahan satu
kegiatan yang
dinilai penting un-
tuk dimasukkan
dalam agenda masa
sidang berikutnya,”
kata  Adriansyah
Farmin.

Sebelum mem-
buka Masa Sidang
III, DPRD terlebih
dahulu  menutup
Masa Sidang II Ta-
hun Sidang 2025-
2026. Dalam lapo-
ran yang dibacakan
Sekretaris DPRD
Kota Baubau Yaya
Wirahyahman,
S.STP., MKP, dise-
butkan bahwa se-
lama masa sidang
tersebut DPRD
menjalankan fungsi
legislasi, pengang-
garan, dan pen-

gawasan  melalui
berbagai agen-
da  kelembagaan.

“Seluruh  kegiatan
yang dilaksanakan
merupakan bagian
dari  pelaksanaan
tiga fungsi utama
DPRD sebagaima-
na diamanatkan
peraturan  perun-
dang-undangan,”
ujar Yaya Wirahy-
ahman.

Data Sekretariat
DPRD menunjuk-
kan selama Masa Si-
dang II telah dilak-
sanakan lima rapat
paripurna, empat
rapat Badan Musy-
awarah, satu rapat
internal pimpinan,
dua rapat internal
panitia khusus, dua
rapat internal komi-
si, dua rapat komisi
bersama mitra ker-
ja, dua rapat kerja
atau rapat dengar
pendapat gabungan
komisi, satu rapat
Badan Anggaran,
serta lima rapat
Badan Kehormatan.

Selain itu, DPRD
menerima lima as-
pirasi melalui aksi
unjuk rasa dan audi-
ensi, melaksanakan
dua kunjungan lapa-
ngan, satu kegia-
tan tingkat provinsi
dan nasional, enam
konsultasi  dalam
provinsi, enam kon-
sultasi luar provin-
si, satu kajian antar
daerah, lima kegia-
tan workshop atau
bimbingan teknis,
serta satu kali re-
ses. “Capalan 1ni
menjadi bagian dari
upaya meningkat-

kan kualitas fung-
si pengawasan dan
pelayanan kepada
masyarakat,” kata
Yaya.

Secara historis,
mekanisme  masa
sidang merupakan
instrumen penting
dalam sistem par-
lemen modern. Di
Indonesia, fungsi
legislasi, pengang-

garan, dan pen-
gawasan DPRD
diperkuat melalui

Undang-Undang
Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pe-
merintahan  Daer-
ah. Sementara se-
cara internasional,
model pembagian
masa sidang telah
lama diterapkan di
berbagai parlemen
dunia seperti Par-
lemen Inggris dan
Kongres Amerika
Serikat untuk me-
mastikan kesinam-
bungan proses leg-
islasi, pengawasan
pemerintahan, serta
penyerapan aspirasi
publik.

Paripurna ditutup
dalam suasana kh-
idmat dengan hara-
pan meningkatnya
kolaborasi  antara
legislatif dan ekse-
kutif. Ketua DPRD
menegaskan  bah-
wa seluruh agenda
yang telah disusun
diharapkan mampu
mendukung perce-
patan pembangunan
daerah dan men-
jawab  kebutuhan
masyarakat  Kota
Baubau pada tahun
anggaran berjalan.

(*)
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Pemkot Baubau Libatkan Kejaksaan

dalam Rencana Perpanjangan Sewa
Lahan PT Daya Mitra

Pewarta: Ardi

BAUBAU, Pemer-
intah Kota (Pemkot)
Baubau menggandeng
Kejaksaan Negeri
Baubau untuk menga-
wal rencana perpan-
jangan perjanjian sewa
lahan dengan PT Daya
Mitra sebagai upaya
memastikan  seluruh
proses  pemanfaatan
aset daerah berjalan
sesuai ketentuan hu-
kum, transparan, dan
akuntabel.  Langkah
tersebut dibahas dalam
rapat pemaparan yang
berlangsung di Aula

Kantor Kejaksaan
Negeri Baubau, Rabu
(4/6/2026).

Rapat dipimpin
Kepala Seksi Per-
data dan Tata Usaha
Negara Kejaksaan

Negeri Baubau, De-
dykarto Ansiga, S.H.,
M.H.,, didampingi
Asisten Perekonomi-
an dan Pembangunan
Setda Kota Baubau,

Dr. Dahrul Dahlan,
S.STP., M.Si. Turut
hadir Kepala Seksi

Pidana Umum Dedi
Wahyudie, S.H., M.H.,
Kepala Seksi Pemuli-
han Aset dan Penge-
lolaan Barang Bukti
La Ode Muh. Firman,
S.H., M.H., beserta
jajaran staf Kejaksaan
Negeri Baubau.

Asisten Perekono-
mian dan Pembangu-
nan Setda Kota Bau-
bau, Dahrul Dahlan,
menjelaskan ~ bahwa
konsultasi tersebut
dilakukan karena PT
Daya Mitra berencana
memperpanjang masa
sewa atas lahan milik
pemerintah  daerah.
Menurutnya, setiap pe-
manfaatan aset daerah
harus dilakukan den-
gan berpedoman pada
regulasi yang berlaku
agar tidak menimbul-
kan persoalan hukum
di masa mendatang.

“Karena men-
yangkut aset daerah,
maka prosesnya harus
dikembalikan  kepa-
da syarat-syarat dan
ketentuan  perizinan
sewa aset yang ber-
laku,” kata Dahrul usai
rapat.

la menegaskan,
Pemkot Baubau mem-
butuhkan  pendamp-
ingan dari Jaksa Pen-
gacara Negara (JPN)
untuk memastikan
seluruh tahapan ad-
ministrasi maupun
hukum dalam proses
perpanjangan  sewa
dapat dilaksanakan se-
cara benar. “Melalui
pertemuan ini, kami
ingin  mendapatkan
pendampingan hukum
dari Jaksa Pengaca-
ra Negara, sehingga
setiap tahapan yang
dilakukan memili-
ki dasar hukum yang
kuat dan tidak menim-
bulkan permasalahan
di masa mendatang,”
ujarnya.

Menurut  Dahrul,
kerja sama dengan Ke-
jaksaan Negeri Bau-
bau menjadi langkah
awal untuk memper-
oleh rekomendasi hu-
kum yang komprehen-
sif terkait kelayakan
perpanjangan  sewa
dan mekanisme yang
harus ditempuh oleh
pemerintah  daerah.
“Nantinya dari hasil
pendampingan terse-
but akan diketahui
bagaimana rekomen-
dasi yang diberikan,
apakah  proses ini
dapat dilanjutkan dan
seperti apa mekanisme
yang harus ditempuh,”
katanya.

Lebih lanjut, Dahrul
berharap arahan yang
diberikan Jaksa Pen-
gacara Negara dapat
menjadi pedoman bagi
pemerintah daerah da-
lam mengambil kepu-
tusan terkait pengelo-
laan aset. a€ceDengan

adanya arahan dan
rekomendasi dari Jak-
sa Pengacara Negara,
seluruh proses dapat
berjalan sesuai aturan
dan memberikan ke-
pastian hukum bagi

semua pihak,a€ tu-
turnya.
Upaya Pemkot

Baubau tersebut se-
jalan dengan kebi-
jakan nasional yang
dalam beberapa tahun
terakhir ~ mendorong
tata kelola aset daer-
ah yang lebih profe-
sional.  Berdasarkan
ketentuan pengelolaan
barang milik daerah
yang mengacu pada
Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014
sebagaimana telah di-
ubah dengan Peratur-
an Pemerintah Nomor
28 Tahun 2020, setiap
bentuk  pemanfaatan
aset pemerintah harus
dilakukan secara tertib
administrasi, member-
ikan manfaat ekonomi,
serta mengedepankan
prinsip  akuntabilitas
dan kepastian hukum.

Secara historis,
penguatan tata kelo-
la aset publik juga
menjadi tren global.
Berbagai negara ang-
gota Organisation for
Economic Co-opera-
tion and Development
(OECD) sejak awal
2000-an menerapkan
prinsip manajemen
aset publik berba-
sis transparansi dan
mitigasi risiko hu-
kum guna mencegah
sengketa serta men-
goptimalkan peman-
faatan aset negara.
Langkah yang ditem-
puh Pemkot Baubau
melalui pendampin-
gan hukum Kejak-
saan mencerminkan
praktik tata kelola
pemerintahan  yang
semakin mengede-
pankan kehati-hatian
dalam pengelolaan
aset publik.(*)



